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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dalam penelitian mengenai status hukum pihak-pihak yang bertikai dalam 
konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional, 
diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari data dan informasi yang penulis peroleh melalui jurnal, media cetak 
online dan artikel selama melakukan penelitian, penulis menyimpulkan 
bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah, yaitu 
Syrian Armed Forces and National Defense Forces, Lebanesse Hezbollah, 
dan Iraqi and Other Shia Militias yang tergabung dalam koalisi yang 
mendukung rezim pemerintahan Bashar al-Assad; Southern Front Forces, 
Nusra Front (Jabhat al Nusra, The Support Front for the People of Syria), 
dan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), yang merupakan kelompok-
kelompok yang menentang rezim pemerintahan namun tidak saling 
berkoalisi satu sama lain; Kurdish Democratic Unity Party (Partiya 
Yekitiya Demokrat, PYD) dan Popular Protection Units (Yekeniyen 
Parastina Gel, YPG), yang merupakan kelompok bersenjata suku Kurdi 
yang saling berkoalisi demi mencapai tujuan mereka untuk menjatuhkan 
rezim pemerintahan Bashar al-Assad.. 
2. Dalam analisis yang mengacu pada teori, pendapat ahli Hukum Humaniter 
Internasional, prinsip Hukum Humaniter Internasional, dan Konvensi Den 
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Haag IV 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 
1977, khususnya PT II, diperoleh kesimpulan bahwa yang memperoleh 
status hukum sebagai Kombatan dari anggota-anggota pihak-pihak peserta 
konflik bersenjata Suriah ialah anggota-anggota dari Syrian Armed Forces 
and National Defense Forces yang merupakan bagian dari Syrian Armed 
Forces, Southern Front Forces dan anggota-anggota Lebanese Hezbollah. 
Sedangkan kelompok-kelompok yang penulis simpulkan sebagai 
kelompok teroris yang telah melakukan Kejahatan Kemanusiaan dan 
Kejahatan Perang selama konflik bersenjata di Suriah ialah Iraqi and 
Other Shia Militias, Jabhat al-Nusra dan ISIS, sehingga anggota-
anggotanya tidak berstatus hukum sebagai Kombatan, dan apabila 
ditangkap akan diadili sebagai kriminal. Sementara itu, anggota-anggota 
Kurdish Democratic Unity Party (PYD) dan Popular Protection Units 
(YPG) meskipun dikategorikan sebagai pihak peserta konflik bersenjata 
non-Negara (non-state entity), yaitu other organized armed groups namun 
tidak dapat menikmati hak privilese sebagai Kombatan. 
3. Diperoleh kesimpulan bahwa yang dapat menikmati segala hak privilese 
dan perlindungan sebagai Kombatan dalam konflik bersenjata di Suriah 
berdasar Hukum Humaniter Internasional adalah anggota-anggota Syrian 
Armed Forces and National Defense, Southern Front Forces dan Anggota-
anggota Lebanesse Hezbollah. Sedangkan anggota-anggota Iraqi and 
Other Shia Militias, Jabhat al-Nusra dan ISIS secara tegas tidak akan 
menikmati hak privelese dan perlindungan sebagai Kombatan namun 
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harus segera diadili sebagai pelaku (kelompok teroris) yang telah 
melakukan Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan selama konflik 
di Suriah oleh Pengadilan HAM nasional dan/atau ICC. Sementara itu, 
meskipun anggota-anggota Kurdish Democratic Unity Party (PYD) dan 
Popular Protection Units (YPG) dapat dikategorikan sebagai other 
organized armed groups namun tidak akan menikmati hak privilese dan 
perlindungan sebagai Kombatan karena hanya melaksanakan fungsi 
tempur-menerus. 
 
B. Saran 
Selama penelitian, penulis menyadari bahwa karena begitu kompleks 
permasalahan dan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di 
Suriah sehingga menyulitkan International Committee of the Red Cross 
(ICRC) sebagai lembaga yang mendapatkan mandat dari masyarakat 
internasional melalui Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan 
korban perang untuk memberikan perlindungan dan pertolongan medis bagi 
korban perang baik dari pihak Kombatan maupun pihak yang selama konflik 
telah jatuh banyak korban, yaitu penduduk sipil. Penulis juga menyadari 
bahwa ICRC sebagai lembaga yang mengawasi implementasi Hukum 
Humaniter Internasional mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan 
terhadap implementasi Hukum Humaniter Internasional selama konflik 
bersenjata di Suriah. Di akhir penulisan, penulis juga menyadari bahwa 
adanya suatu ke-vacuum-an atau kekosongan Hukum Humaniter Internasional 
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dalam memberikan perlindungan terhadap individu-individu atau golongan 
penduduk sipil yang menjadi pihak peserta konflik bersenjata non-
internasional sebagai other organized armed groups yang melaksanakan 
fungsi tempur secara terus-menerus (continuous combat functions), meskipun 
dikategorikan sebagai pihak peserta konflik bersenjata namun mereka tidak 
menikmati hak privilese Kombatan sebagaimana Kombatan yang lainnya. Hal 
ini disebabkan karena Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur mengenai 
perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional dan 
yang hanya terdiri dari 28 pasal tidak memberikan definisi secara tegas serta 
pengaturan perlindungan secara khusus terhadap other organized armed 
groups. Meskipun dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal adanya 
Martens Clause,
195
 namun semata-mata demi tujuan kepastian hukum dan 
untuk meningkatkan kualitas lingkup perlindungan korban perang maka 
seharusnya Protokol Tambahan II 1977 mengatur mengenai hal tersebut. 
Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ketentuan dalam Hukum 
Humaniter Internasional, khususnya PT II 1977, lebih disempurnakan lagi 
agar lingkup perlindungan Hukum Humaniter Internasional dapat mencakup 
semua golongan penduduk, dan penulis menyarankan agar semua pihak yang 
bertikai maupun yang memiliki kepentingan dalam konflik bersenjata di 
Suriah untuk menghentikan segala pertikaiannya di Suriah dan mau berunding 
untuk mencapai perdamaian bersama agar tidak ada lagi korban serta kerugian 
                                                          
195
 Pengertian dari Martens Clause adalah sebagai berikut : “until a more code of laws of war is 
issued, the High Contracting Parties think it right to declare than in cases not included in the 
regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire 
of the principles usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the 
requirement of the public conscience.” 
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sebagai dampak konflik bersenjata di Suriah. Kecuali itu, kelompok-kelompok 
yang telah diidentifikasi sebagai kelompok teroris tetap akan diadili oleh 
Pengadilan HAM nasional dan/atau ICC. Penulis juga menyarankan (lebih 
kepada berharap) agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB sepakat secara 
suara bulat dan juga pihak pemerintah Suriah agar sesegera mungkin 
mengambil tindakan yang efektif dalam menghentikan konflik bersenjata di 
Suriah yang telah banyak menimbulkan korban dari pihak sipil. 
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